
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1390, 2016 KPU. Pemilihan. Gubernur. Wagub. Bupati.
Wabup. Walikota. Wawali. Pemunugutan dan
Perhitungan Suara. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2015;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang;

c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat

Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:

PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 721), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang

dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
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Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan,

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang

selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir,

adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling

akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya

disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya

disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
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pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya

disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya

disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat desa atau sebutan

lain/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang

selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan

Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

9. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya

disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya

Pemungutan Suara untuk Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya

disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
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